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Abstract 

This study aims to find out empirically the 

management of village funds carried out by village 

officials in order to realize the financial management 

of village funds mandated by the Village Law. Village 

fund management in this study focuses on the 

availability of BUMDes priority programs. The 

hypothesis in this study is transparency (X1), 

accountability (X2), community participation (X3), 

effectiveness (X4) and BUMDes (X5) influencing the 

management of village funds (Y). This study uses 

primary data through a questionnaire, with a total of 

90 respondents. The sample of the research is the 
village officials and BUMDes officials in Punggur 

District, Central Lampung Regency. Hypothesis 

testing using software PLS, through multiple 

regression analysis test equipment. The results 

showed that the variables of transparency, 

accountability, community participation, 

effectiveness, and BUMDes had a positive effect on 

village fund management in Punggur District, 

Central Lampung Regency.  
Keywords: transparency, accountability, community 

participation, effectiveness, and BUMDes. 

 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara 

empiris pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh 

perangkat desa dalam rangka mewujudkan tata kelola 

keuangan dana desa yang telah diamanahkan 

Undang-Undang Desa. Pengelolaan dana desa dalam 

penelitian ini menitikberatkan pada ketersediaan 

program prioritas BUMDes. Hipotesis dalam 
penelitian ini adalah transparansi (X1), akuntabilitas 

(X2), partisipasi masyarakat (X3), efektivitas (X4) dan 

BUMDes (X5) berpengaruh terhadap pengelolaan 

dana desa (Y). Penelitian ini menggunakan data 

primer melalui kuesioner, dengan jumlah responden 

sebanyak 90 responden. Sampel penelitian 

merupakan perangkat desa dan aparat BUMDes di 

Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah. 

Pengujian hipotesis menggunakan software PLS, 

melalui alat uji analisis regresi berganda. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa variabel transparansi, 
akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan 

BUMDes berpengaruh positif terhadap pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah.  

Kata kunci: transparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, efektivitas dan BUMDes 

1. Pendahuluan 

Pemerintah Indonesia melalui nawacita berkomitmen 

untuk membangun Indonesia dimulai dari desa, 

dengan tujuan penguatan pembangunan desa dan 

menjadikan desa yang lebih mandiri. Dana desa sejak 

pertama kali dialokasikan pada tahun 2014 telah 
memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat desa 

diantaranya pembangunan infrastruktur, 

pengembangan produk unggulan, pasca panen, dan 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Alokasi dana 

desa dilakukan secara bertahap dari pemerintah pusat 

melalui pemerintah daerah, peruntukan alokasi dana 

desa bergantung dari hasil musyawarah desa yang 

telah dilakukan. Di awal penggunaannya, dana desa 

lebih banyak digunakan untuk pembangunan 

infrastruktur, namun setelah memasuki tahun kelima 

dana desa mulai bergeser prioritasnya salah satunya 

pelaksanaan program unggulan seperti BUMDes. 

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau 

sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui 

penyertaan secara langsung yang berasal dari 
kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola 

asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk 

kesejahteraan masyarakat desa.  

 

Provinsi Lampung telah menerapkan Peraturan 

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan dana 

desa, dijelaskan salah satunya adalah pelaksanaan 

program unggulan seperti BUMDes. Dengan adanya 

BUMDes diharapkan desa mampu memberdayakan 
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segala potensi yang dimiliki oleh desa, karena 

pembangunan desa tidak hanya bergantung dari 

aparat desa, namun juga peran serta aktif masyarakat 

desa, melalui BUMDes. Hal ini penting karena 

melibatkan masyarakat lokal mulai dari ketersediaan 

tenaga kerja, bahan baku, sumberdaya pemasaran dan 

sarana serta prasarana yang dimiliki secara swakelola. 

Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu 
Kabupaten di Provinsi Lampung yang telah 

menerapakan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) 

sebagai program unggulan. Kabupaten Lampung 

Tengah melalui BUMDes sedang berupaya menjadi 

lumbung pangan beras dan ternak sapi dan kambing 

di Provinsi Lampung. Upaya pemerintah Kabupaten 

Lampung Tengah didukung dengan sarana dan 

prasarana pertanian dan peternakan dengan 

penggunaan dana desa. Hal itu juga dilakukan oleh 

salah satu  Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Lampung Tengah tepatnya pada Kecamatan Punggur 
yang memiliki sembilan desa dan program unggulan 

masing-masing BUMDes, yaitu: desa Astomulyo 

(jenis usaha penggemukan sapi), Badran Sari (jenis 

usaha jasa perbengkelan), Mojopahit (jenis usaha 

pemasangan jaringan internet dan penggemukan 

sapi), Ngestirahayu (jenis usaha penggemukan 

kambing), Nunggal  Rejo (jenis usaha penyewaan 

tarub), Sido Mulyo (jenis usaha penyewaan alat 

prasmanan), Srisawahan (jenis usaha penyewaan 

tarub), Tanggul Angin (jenis usaha penyewaan 

prasamanaan), dan Totokaton (jenis usaha 

penggemukan kambing). Berdasarkan latar belakang 
yang telah diuraikan, maka penelitian ini akan 

membahas mengenai pengelolaan dana desa di 

Kabupaten Lampung Tengah yang telah memiliki 

program unggulan pada Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes).  

 

Agency theory [1] atau teori keagenan menyatakan 

bahwa hubungan principal dan agent timbul ketika 

kedua belah pihak atau lebih melakukan suatu 

hubungan kontrak antara pihak yang bertindak atas 

nama pihak lain yang telah memberikan wewenang 

dan tanggungjawab. Dalam hal pengelolaan dana 

desa, pemerintah desa sebagai agen dituntut oleh 

pemerintah pusat selaku pemegang amanah rakyat 

untuk bertanggungjawab sesuai dengan kewenangan 

yang telah diberikan. Undang-undang No.6 tahun 

2014 [2] tentang desa telah mengamanatkan bahwa 

pemerintah desa adalah penyelenggara pemerintahan 

dan kepentingan masyararakat setempat yang berada 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pengelolaan dana desa sesuai Permendagri No.113 

tahun 2014[3] berlandaskan prinsip-prinsip 

transparansi, akuntabel, partisipasi serta dilakukan 

dengan tertib dan disiplin anggaran.  Oleh karena itu, 

pemerintah desa dengan segala hak dan kewajiban 

yang telah diberikan oleh pemerintah pusat, memiliki 

kewenangan penuh atas pengelolaan dana desa 

dengan sistem pengelolaan yang sesuai dengan aturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Transparansi terkait dengan kemudahan akses 

masyarakat dalam perolehan informasi. Pengelolaan 

dana desa dilakukan oleh perangkat desa melalui 

kegiatan musyawarah desa. Kegiatan tersebut tidak 

hanya menjaring aspirasi masyarakat mengenai 

kebutuhan desa. Hasil musyawarah desa menjadi 

acuan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.113 

Tahun 2014 [3] tentang pengelolaan keuangan desa, 

transparansi merupakan asas yang harus diterapkan 

dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian 
tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut, H1: Transparansi berpengaruh 

terhadap pengelolan dana desa. 

 

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 [2] tentang desa dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 [4] tentang dana 

desa yang bersumber dari APBN. Dalam hal ini pihak 

desa sebagai pihak yang diberikan amanah harus 

memberikan hak Pemerintah yaitu bentuk 

pertanggungjawaban atas dana desa yang dikelola 
oleh desa sebagaimana menjadi pihak pemberi 

amanah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah, 

H2: Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolan 

dana desa. 

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu 

perwujudan dari tata kelola pemerintahan yang baik 

melalui partisipasi masyarakat diharapkan terjadi 

keterlibatan antara pemilik wewenang dan pemangku 

kepentingan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No.113 Tahun 2014 [3] tentang pengelolaan 

keuangan desa, partisipasi masyarakat merupakan 

asas yang harus diterapkan dalam pengelolaan dana 

desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah, H3: Partisipasi 

masyarakat berpengaruh terhadap pengelolan dana 
desa. 

 

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 [2] 

tentang desa bahwa efektivitas adalah asas yang 

menentukan bahwa setiap kegiatan yang 

dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang 

diinginkan masyarakat desa. Dalam hal ini terkait 
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tujuan dan strategi pencapaian yang dilakukan oleh 

desa sebagai bentuk implementasi program dana 

desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah, H4: Efektivitas 

berpengaruh terhadap pengelolan dana desa.  

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga 

usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan 
pemerintahan desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan 

kebutuhan dan potensi desa. Hal ini didukung juga 

oleh Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 

[5] tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 

2020 mengenai prioritas penggunaan dana desa, 

dijelaskan salah satunya adalah pelaksanan program 

unggulan seperti BUMDes (Badan Usaha Milik 
Desa). Adapun  modal BUMDes dari APBDes yang 

bisa bersumber dari dana desa, ADD, PAD selama 

tidak ada aturan yang melarang tentang penggunaan 

dana-dana tersebut. Modal BUMDes juga bisa dari 

aset yang dipisahkan atau dikeluarkan dari kekayaan 

desa. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah, H5: Badan Usaha Milik 

Desa berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa. 

 

2. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan melalui penggunaan data 

primer yang diperoleh berdasarkan penyebaran 

kuesioner kepada responden. Kuesioner berisi daftar 

pertanyaan mengenai transaparansi, akuntabilitas, 

partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha Milik Desa 

dalam pengelolaan dana desa. Responden dalam 

penelitian pengelolaan dana desa adalah  Camat, 

Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, 

Badan Permusyawaratan Desa, Kaur dan Pengelola 

BUMDes.  
Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah 

pengelolaan dana desa yang mana kuesioner 

disesuaikan dengan penerapan Pemendagri No.113 

tahun 2014 [3] tentang  pengelolaan keuangan desa. 

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini 

menggunakan software PLS (Partial Least Square) 

merupakan analisis persamaan struktural (SEM) 

berbasis varian yang secara simultan dapat 

melakukan pengujian model pengukuran sekaligus 

pengujian model struktural. Model pengukuran 

digunakan untuk melakukan pengujian validitas dan 
reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan 

untuk uji kausalitas (pengujian hipotesis dengan 

model prediksi). Pengujian hipotesis penelitian 

menggunakan analisis regresi berganda, yaitu untuk 

mengetahui pengaruh variabel transparansi (X1), 

pengaruh variabel akuntabilitas (X2), pengaruh 

variabel partisipasi masyarakat (X3), pengaruh 

variabel efektivitas dan efisiensi (X4) dan variabel 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (X5) terhadap 

pengelolaan dana desa (Y).  
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Gambar 1. Output Model Struktural Penelitian 

Keterangan: 

X1 : Transparansi 

X2 :  Akuntabilitas 

AK.1 : Dimensi Perencanaan  

AK.2 : Dimensi Penatausahaan  

AK.3 : Dimensi Pelaporan  

AK.4 : Dimensi pertanggungjawaban 

X3 : Partisipasi  

X4 : Efektivitas  
X5 :  Badan Usaha Milik Desa 

Y :  Pengelolaan Dana Desa 

 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama, 

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis 1 terdukung.  

Terdapat pengaruh positif antara transparansi 

terhadap pengelolan dana desa dengan nilai analisis 

jalur (β = 0,189; t = 1,640; p < 0, 05). Berdasarkan 

analisis data dan pengamatan langsung di lapangan, 

penerapan transparansi yang dilakukan pemerintah 

desa yang ada di Kecamatan Punggur dikatakan 
cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [6] 

bahwa transparansi berpengaruh terhadap 

pengelolaan dana pemerintah desa. Berdasarkan hasil 

pengujian hipotesis kedua, diperoleh kesimpulan 

bahwa hipotesis kedua terdukung. Hal ini berarti 

terdapat pengaruh positif antara akuntabilitas 

terhadap pengelolaan dana desa, dengan nilai analisis 

jalur (β = 0,150; t = 2, 014; p < 0, 05). Berdasarkan 

analisis data dan pengamatan langsung di lapangan, 

penerapan akuntabilitas yang dilakukan pemerintah 

desa yang ada di Kecamatan Punggur dikatakatan 

memenuhi prinsip akuntabilitas dalam kategorikan 

cukup baik. Hal ini sejalan dengan penelitian [7] dan 

[8] yang menunjukkan hasil adanya pengaruh 

akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa.  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga, yaitu 

partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap 

pengelolaan dana desa diperoleh hasil adanya 

pengaruh positif signifikan antara partisipasi terhadap 

pengelolan dana desa dengan nilai analisis jalur (β = 

0,367; t = 1, 943; p < 0, 05).   Berdasarkan analisis 

data dan pengamatan langsung di lapangan, 
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penerapan partisipasi yang dilakukan pemerintah 

desa yang ada di Kecamatan  Punggur dikatakan 

cukup baik. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh [9] dan [7] yang 

menyatakan bahwa partisipasi masyarakat 

berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis keempat yang 

menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh terhadap 
pengelolaan dana desa menunjukkan adanya 

pengaruh positif antara efektivitas terhadap 

pengelolan dana desa dengan nilai analisis jalur (β = 

0,125; t = 0,770; p < 0, 05).   Hasil ini sejalan dengan 

hasil penelitian [10] yang menunjukkan hasil bahwa 

efektivitas berpengaruh terhadap pengelolaan dana 

desa. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kelima, 

diperoleh kesimpulan bahwa hipotesis kelima 

terdukung.  Terdapat pengaruh positif antara Badan 

Usaha Milik Desa terhadap pengelolan dana desa 

dengan nilai analisis jalur (β = 0,212: t = 3,000; p < 0, 
05).   Berdasarkan analisis data dan pengamatan 

langsung di lapangan, penerapan Badan Usaha Milik 

Desa yang dilakukan pemerintah desa yang ada di 

Kecamatan Punggur dikatakan cukup baik. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian [11] 

yang menyatakan bahwa pemberdayaan BUMDES 

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal 

ini sejalan dengan tujuan bahwasannya dana desa 

diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat desa, 

melalui BUMDES diharapkan mampu menjadikan 

desa yang mandiri secara finansial.  

3. Kesimpulan 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan 

dana desa di Kecamatan Punggur Kabupaten 

Lampung Tengah melalui penerapan akuntabilitas, 

transparansi, partisipasi, efektivitas, badan usaha 

milik desa dalam pengelolaan dana desa. Adapun 
simpulan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.  Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap 

pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan 

Punggur,  Kabupaten Lampung Tengah.  

2. Transparansi berpengaruh positif  terhadap  

pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan 

Punggur,  Kabupaten Lampung Tengah.  

3. Partisipasi berpengaruh positif terhadap 

pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan 

Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. 

4. Efektivitas berpengaruh positif terhadap 
pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan 

Punggur, Kabupaten Lampung Tengah. 

5. Badan Usaha Milik Desa berpengaruh positif 

terhadap pengelolaan dana desa pada desa di 

Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung 

Tengah.  

 

Saran  

Untuk penelitian selanjutnya berdasarkan temuan 

diatas maka penulis menyarankan agar penelitian 

selanjutnya :  

1. Disarankan untuk penelitian selanjutnya agar 
memperluas sampel penelitian agar bisa 

mendapatkan hasil penelitian yang lebih baik 

lagi. 

2. Untuk dapat memperluas variabel lainnya 

dengan indikator yang lebih spesifik, seperti 

good governance dalam pengelolaan dana desa. 

 

Implikasi Penelitian  
Melalui penelitian ini diharapkan mampu mendorong 

kesadaran aparat desa, masyarakat dan pemerintah 

untuk menerapkan akuntabilitas, transparansi, 
partisipasi, efektivitas, dan badan usaha milik yang 

sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik 

Indonesia Nomor 11 tahun 2019 mengenai prioritas 

penggunaan dana desa tahun 2020. Keterlibatan 

masyarakat dapat diwujudkan dalam rapat tahunan 

penggunaan dana desa yang dihadiri oleh kepala desa 

dan aparat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

Transparansi informasi realisasi dana desa dapat 

berupa banner atau spanduk yang dapat diakses oleh 

seluruh warga desa. BUMDes sebagai badan usaha 

pendorong kemandirian desa dapat dievaluasi 
kinerjanya mengacu pada output yang telah 

dihasilkan.  
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